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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah
melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 yang
memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra pada dasarnya merupakan proses
secara sistematis dan berkelanjutan dari keputusan yang diambil dengan memanfaatkan
sebanyakbanyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis
usahausaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan
balik yang terorganisir dan sistematis. Kami berharap Renstra ini dapat menjadi
gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas pada Inspektorat Kabupaten
Jember. Kami menyadari bahwa Renstra Inspektorat Kabupaten Jember masih banyak
yang perlu disempurnakan, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif
dalam menyempurnakan Renstra ini. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan
Renstra ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu meridhoi segala upaya kita dalam
mengabdi bagi kepentingan masyarakat dan Negara.
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3 PENDAFHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan
daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

(a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka
waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan
daerah;

(b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Kepala Daerah; dan

(c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari
RPIM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Selain itu juga harus disusun perencanaan ditingkat OPD , yaitu :

a. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan strategis
Inspektorat untuk periode 5 tahun yang merupakan pejabaran tujuan dan
sasaran strategis serta program dan kegiatan untuk mendukung tujuan dan
sasaran Bupati dan Wakil Bupati

b. Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun
yang merupakan pejabaran dokumen Renstra

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa
"Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah” yang selanjutnya disingkat
dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun,
demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)




Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas
dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana stratregis yang selanjutnya
disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada
RPIM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-
OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung
oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Jember tahun 2021-2026
merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan
pembangunan urusan pemerintahan di bidang pengawasan yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan
kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang.
Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi

Inspektorat Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga
keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan
tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke
depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan,
kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan,
kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Inspektorat

Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan
stakeholder lainnya yang ada di Jember.
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Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) Kabupaten Jember 2021 - 2026
sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 3),
sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam
mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan
dibidang .

Proses penyusunan Rencana Strategis Inspektorat mengacu pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang
menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam
tahap sebagai berikut;

Persiapan penyusunan;

Penyusunan rancangan awal;

Penyusunan rancangan

Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;

Perumusan rancangan akhir; dan

ol G A

Penetapan.
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Inspektorat

RABUPATEN JEMEER

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD:
Gambar: 2.1
Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD

Musrenbang
RPJMD 3

RENSTRA - .
/L dan : Rancangan

Renstra - e Akhir RPJMD

PD
Kab/Kota

Rancangar
RENSTRA - PD

RENSTRA - PD

Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada
Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus
menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun
dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam
penyusunan Renstra dengan melibatkan/memeperhatikan masukkan steakholder
dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra
memperhatikan Visi — Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan
Pendekatan Atas Bawah (fop-down) dan Bawah Atas (bottom-up).

Pendekatan keempat yakni "Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up”, dalam
penyusunan Renstra memperhatikan bottom-up berbagai usulam masyarakat dalam
musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi

sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.
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Sedangkan pendekatan 7op-Down, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah
terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Inspektorat Jendral
Kementrian Dalam Negeri, renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan dokumen
perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jember tahun 2021-2026
telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026.
Renstra Inspektorat Kabupaten Jember, serta kebijakan dari Pemerintah Daerah
Kabupaten Jember, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan
implementasi Rencana Kerja (Renja) Inspektorat setiap tahunnya. Rencana
Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu
rensponsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala
aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka
secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan
baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
Inspektorat Kabupaten Jember tahun 2021 — 2026 adalah:

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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4)

3)

6)

7)

8)

9)

10)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4483);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 5679)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang

Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

i
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RABUPATEN JEWEER

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010 — 2025;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPIJPD Dan RPIMD Serta Tata Cara
Perubahan RPJPD, RPIJMD, Dan RKPD;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi

Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1168);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Penyetaraan Jabatan Administrasi

Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1624);
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20)  Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 — 2035
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 1);

21)  Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 — 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016);

22) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Jember Tahun 2016 Nomor 3);

23)  Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 -
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 3).

24)  Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember (Berita Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 34)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Inspektorat. Kabupaten Jember adalah
untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan
menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan Bidang dalam kurun waktu lima tahun, serta
memberikan arah (road map) untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat
Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi
dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Jember
Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:




2 Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Inspektorat Kabupaten
Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program
prioritas Bupati Jember periode 2021 - 2026.

oMemberikan pedoman dalam penyusunan Renja-OPD Inspektorat Kabupaten Jember

dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program

dan kegiatan tahunan.
3 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pemerintah
bidang pengawasan.

4 Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan
Inspektorat Kabupaten Jember.

4.1 SISTEMATIKA PENULISAN
Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Inspektorat Kabupaten Jember

tahun 2021 - 2025/2026 adalah sebagai berikut:

PENDAHULUAN : Menjelaskan latar belakang, landasan hukum,
serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra)
__Inspektorat Kabupaten Jember

1 1 Latar Belakang

BAB

1 2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan TUJuan
1 4 Slstemat[ka Penuhsan

1 5 Isttlah istilah Dalam Renstra

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH: Menjelaskan
secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi

BAB II  serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga
dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan
dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2 2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2 3 Klner]a Pelayanan Perangkat Daerah

enstra inspektorat
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~ Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III  Menjelaskan identifikasi permasalahan telaah visi dan misi Pemerintah

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
___Pelayanan Perangkat Daerah

' Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah ‘dan Wakil
3.2
~ Kepala Daerah Terpullh

3.3 Telaahan Renstra Kementrlan terkalt

3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Prownsu

‘Telaahan Rencana Tata Ruang Wllayah dan Kaj'ia'n' Linékungaﬁ"

3'5.__ Hidup Strategis

3.6 Penentuan Isu -isu Strategis

BAB IV  Inspektorat Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah
kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun

4 1 Tu3uan Jangka Menengah Perangkat Daerah

4 2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah
BAB V  Kebijakan Inspektorat Kabupaten Jember, sebagai supporting
terhadap pencapain Sasaran dan Tujuan.

51 Strategl
5. 2 Arah Kebuakan

BAB VI RENCANA  PROGRAM  DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
INDIKATIF Men]elaskan rencana program dan kegiatan beserta

BAB  VII INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPIMD




BAB VIII PENUTUP




CAMEBARAN PELAYANAN

" PERANCEFAT DAERAKH

—

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 2 dan pasal 3
disebutkan bahwa “Inspektorat mempunyai tugas membina dan mengawasi
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas
lain yang diberikan kepada Bupati’, Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten
Jember terdiri dari:

a. Inspektur;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
f. Inspektur Pembantu Wilayah 1v;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Kelompok Jabatan Fungsional

Inspektorat Kabupaten Jember, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan di unsur pengawasan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada
Kabupaten Jember.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas Inspektorat mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis unsur pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,

reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat;

f. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas
pengawasan

Renstra inspektorat jember Hal | 13




2.1.1 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan
memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di

lingkup Inspektorat serta tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.
1). Sub Bagian Perencanaan

a) menyiapkan bahan penyusunan dan mengendalikan rencana dan

program kerja pengawasan;

b) menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-

undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; dan
c) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
2) Sub Bagian Administrasi dan Umum

a) melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat

menyurat, dan urusan rumah tangga serta;
b) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

a) menyiapkan bahan, menyusun, menghimpun, mengolah, menilai dan

menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
b) melakukan administrasi pengaduan masyarakat;
c) menyusun laporan kegiatan pengawasan; dan

d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
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2.1.2 Inspektur Pembantu Wilayah

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas melakukan supervisi pelaksanaan
tugas tim pengawasan melalui reviu hasil pengawasan serta tugas lain yang
diberikan oleh Inspektur.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai
fungsi:

a. pengusulan program pengawasan di wilayah;

b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;

C. pelaksanaan pembinaan kepada tim pengawas; dan

d. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksnaan tugas.

2.1.3 Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Inspektur sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai unsur keahliannya.

(2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat
oleh Bupati.

(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang- undangan
Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian telah dijabarkan. Organisasi
Inspektorat secara fungsi mampu mendukung capaian target Tujuan, Sasaran RPIMD
maupun tujuan dan Sasaran OPD — Inspektorat Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasai dan tata kerja tersebut dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624)

- : Lo ad 1o semdn o
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2.2. SUMBER DAYA OPD
2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi
masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan
pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup
dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan
pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu
memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil

yang optimal.

Jumlah pegawai di Inspektorat Kabupaten Jember selaku pelaksana Urusan Wajib
Unsur Pengawasan per tgl 28 bulan September 2021 sebanyak 31 (tigapuluh satu)
orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 8 (delapan), orang staf dan pejabat
fungsional 11 (sebelas) orang.

Tabel: 2.2.1.1
Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan

Tingkat Pendidikan [ Jumlah %
S-3 S-2 5-1 D-3 D-ll D- SLTA SMP
IV/c - - - - - - - -
IV/b
IV/a -
l/d -
/c -
/b = -
Ii/a - - - - -
I/d - - - 3 - - -
Il/c - - - - - - -
10 /b - - - - - - 5 -
11 Il/a - - - - - - - 1
12 I/d 5 - - - - - - -

Jumlah
ASN

% ASN 0% 16% 65% 6% 0% 0% 10% 3% 100%

NO | Gol/Ruang

0%
13%
13%

3%
23%
18%

3%

8%

5%
13%

3% |

0%
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1
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1
1
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1
'
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w
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100%
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Tabel: 2.2
Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan
NO JABATAN BANYAKNYA KETERANGAN
1 | auditor pertama
2 | auditor muda 3
3 | auditor madya -
4 | auditor utama -
5 | auditor pertama -
6 | p2upd pertama 2
7 | p2upd muda 2
8 | p2upd madya 4
9 | Inspektur 0
10 | Sekretaris 1
11 | kasub bag 3
12 | irban 4
13 | Fungsional umum/ Staf 17
38

Kesimpulan Sumber Daya OPD:

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/274/1.12/2020 tentang Analisa Beban
Kerja pada Inspektorat Kabupaten Jember diketahui untuk hasil perhitungan Jumlah
formasi pegawai pada Inspektorat Kabupaten Jember adalah 144 orang sedangkan
Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan untuk saat ini 38 orang jika dilihat proporsi
jumlah pegawai Inspektorat Kabupaten Jember, dinilai masih kurang memadai, maka
diharapkan kedepannya dapat diusulkan penambahan pegawai sesuai dengan proposrsi
hasil perhitungan analisa beban kerja dan mampu mengoptimalkan pelaksanaan tugas
sehari-hari.

Sehingga beban tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati
Jember kepada Inspektorat Kabupaten Jember yang menjadi tugas dan tanggung jawab

Inspektorat dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

™ o e ay o H . 4 Y. & o P Ty Y i
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Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis atau kompetensi di
Inspektorat belum sepenuhnya cukup memadai karena masih didominasi oleh pegawai
dengan tingkat pendidikan SLTP/SD sebesar 3 %, SLTA sebesar 10 %, sedangkan untuk
D3, S1, dan S2 masih sebanyak 87 %, sehingga memerlukan motivasi dan semangat
sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada unsur tertentu yang memerlukan kompetensi
khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/ workshop
sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsinya.

2.2.2 Sumber Daya Sarana Dan Prasarana

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan
baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran
pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang
tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga

tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat
dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang
Inspektorat Kabupaten Jember per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.2.2.1
Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)
Inspektorat Kabupaten Jember
Per 1 Januari 2021

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Inspektorat Kab. Jember
No| KIB Je?i;::et U'g:'l"’;’;{( o | Satuan | m2 Nilai (Rp)
1 |KIBA | Tanah 0 0 0 0
2 |kiBB Eir;]natan dan 13 Unit 0 1.421.480.100
3 |KBC | g:gﬂggnan don 0 0 0 0

RDenctra inenaltarnat iombhem il
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KWMWQ sl
Jalan Irigasi
il hads dan Jaringan 0 ¢ 0 0
Jumlah Nilai Aset Tetap 1.421.480.100

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasasi Inspektorat Kabupaten Jember per 1 Januari 2021
sebesar 3.100.327.200,00 (tiga milyar seratus juta tiga ratus dua puluh tuju ribu dua

ratus rupiah) Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Inspektorat

Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:
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Tabel: 2.2.2.2
KIB B (KENDARAAN BERMOTOR)
Sarana Dan Prasarana Inspektorat

Nomor
Asal/usul
No Kode Nama Brg/ | Nomor Merk/ Ukuran/ Bahan Tahun Cara Harga Ket Kode Nama
! : P : )
Barang Jenis Brg Register Type cC 'embelian Pabrik Rangka b BPKB Péroiahan Kategori Lembaga
Alat Angkutan Darat Bermotor
020301 # Sepeda Honda 00160 : =~ P 2826
1 0501 fotor i Megapro cc Besi 2007 MH1KC11167K075873 KC11E107637 RP APBD I1 18.000.000 2.3.01.05.01 | Inspektorat
020301 Sepeda Honda 00160 : P 2825
2 05 01 oy 1 Meganio oc Besi 2007 MH1KC11127K075935 | KC11E1074305 | - APBD II 18.000.000 2.3.01.05.01 | Inspektorat
020301 Sepeda Honda 00160 ' P 2793
3 05 01 motor 1 GL cc Besi 2009 MH1KC11109K240917 KC11E1243185 GP G0759447] APBD II 20.000.000 2.3.01.05.01 | Inspektorat
020301 Sepeda Honda 00110 . P 2742
4 05 01 iohon 1 REvo cC Besi 2009 MH1JBC11X9K418178 JBC1E1419051 GP G0759447) APBD II 12.000.000 2.3.01.05.01 | Inspektorat
020301 ) Suzuki ) P 1105
5 0103 Mobil 1 Ertiga 1373 Besi 2013 MHYKZE815D1233692 K14BT1094267 Gp APBD II 177.000.000 2.3.01.02.04 | Inspektorat
g | 920301 | o 1 m%c”_ 1373 | Besi 2014 MHYKZEB1SE1204273 | K14BT1111364 | © 1087 APBD I 2.301.02.0
0103 L z,ﬁm Gp 166.860.000 .3.01.02.04 | Inspektorat
020301 Toyon P 1173
7 Mobil 1 Kijang 2494 Besi 2014 MHFXR42GIE0026937 2KDU489389 APBD II BPKA 2.3.01.02.04 | Inspektorat
0103 treve GP 279.300.500
020301 3 Suzuki ; P 1235
8 0103 Mabil 1 Ertiga 1373 Besi 2015 MHYKZEB1SF1251981 K14BT1155215 GP APBD 11 180.000.000 Bag.pemb | 2.3.01.02.04 | Inspektorat
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020301 Sepeda Yamaha ; P 2995
9 05 01 s 1 GT 125 125 Besi 2015 M132SWVO00AFI209324 | 25V2509334 Gp APBD II 17.075.000 Bag.pemb | 2.3.01.05.01 | Inspektorat
02 03 01 Sepeda Yamaha ) P 29%6
10 05 01 A 1 GT 125 125 Besi 2015 MH32SV00AEII62734 25V162839 Gp APBD II 17.075.000 Bag.pemb | 2.3.01.05.01 | Inspektorat
020301 Suzuki . P 1236
11 0103 Maobil 1 Ertiga 1373 Besi 2015 MHYKZE815F1248479 K14BT1151998 GP APBD II 193.266.800 BPKA 2.3.01.05.01 | Inspektorat
020301 . Suzuki ’ P 1232
12 0103 Mobil 1 Ertiga 1373 Besi 2015 MHYKZE81SFJ249115 K14BT1152645 Gp APBD II 193.266.800 BPKA 2.3.01.02.04 | Inspektorat
020301 . Suzuki . P 8063
13 0103 Mobil 1 JPick Up Besi 2016 MHYGDN41TG1420434 G151D372412 KP APBD II 129.636.000 BPKA 2.3.01.02.04 | Inspektorat
Jumlah Alat Angkutan
Darat Bermotor 2 1.421.480.100
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Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat
dari KIB B termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat kurang
cukup memadai dikarenakan kurangnya peralatan dukung pemeriksaan contoh:
peralatan ukur ketebalan jalan (core drill), alat ukur fiber,plat dan sebgainya sehingga
kedepannya akan diadakan belanja peralatan ukur (alat dukung pengwasan) serta
melakukan pemiliharaan secara rutin/berkala sehingga tugas-tugas yang menjadi

tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.
2.3 KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER

Kinerja Inspektorat Kabupaten Jember dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya dalam mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok unsur Pengawasan
selama tahun anggaran 2016-2021 tertuang dalam Renstra Tahun 2021-2026 dengan
cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja
sasaran.

Pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jember Kabupaten Tahun 2016-
2021, tertuang 4 (empat) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja sasaran dalam
mengukur kinerja Inspektorat Kabupaten Jember Setda Kabupaten Jember yaitu;

1. Sasaran Efektifitas Pengawasan terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja antara lain :
» Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan yang berulang-ulang
e Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti
e Persentase kasus pengaduan yang terselesaikan
2. Sasaran Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD terdiri dari 1 (satu) Indikator
Kinerja yaitu Persentase OPD dengan nilai SAKIP kategori baik
3. Sasaran Penguatan aksi pencegahan korupsi terdiri dari 1 (satu) Idikator Kinerja
yaitu Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan predikat WBK

4. Sasaran Peningkatan Kapabilitas APIP terdiri dari 1 (satu) Idikator Kinerja yaitu
Level IACM

-3
N
N
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TABEL 2.3.1
CAPAIAN KINERJA UTAMA MASA RENSTRA SEBELUMNYA
URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENGAWASAN

Tabel T-C 23
CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER
Indikator Kinerja Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Tahun
No Sesual tugas dan Target Sat
Funggpeuhngkat IKK 2016 @ 2017 @ 2018 2019 2020 | 2016 2017 2018 2019 2020 2016 | 2017 2018 2019 | 2020
aera
Persentase
, | penurunan temuan - | 70% | 60% | 25% | 15% | - | 100% | 95% . 00% | - | 4% | 42% | - | 66/%
haul pemeriksaan yang
91 o0 91 92 93 88 88% | B6% ¥ ar g # o
3 95% | 95% | 95,00% | 92,00% | 95,00% | 529 67% | 74,25% | BS,67% | 62,50% | 55% | 71,00% | 77,90% | 96,38% | 65,26%
4 | dengan nilai SAKIP . 70% | 100% | 100% | 100% . 2% 39% 47% - 300% | 1% 39% %
kategon Daik
Jumiah Unit Kerja
yang mendapatkan - 1Unit | 1 Unit 1 Unst 1 Unit
predikat WBK 1
Level | Level | . R el 3 | LEVE ; . . . Level
| ] Level IACM 1 1 Level 2 | Level 2 | Level 2 | 1

Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat capaian
kinerja sasaran tahun sebelumnya yang belum optimal sehingga perlu dioptimalkan
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya sehingga Penanganan Program/Kegiatan
dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal antara

lain:

1. Penurunan temuan hasil pemeriksaan yang berulang-ulang hanya 6,67 %
sehingga dinilai tingkat temuan berulang-ulang tergolong masih tinggi hal ini
disebabkan OPD belum menerapkan manajemen resiko, lemahnya fungsi
pembinaan dan pengawasan dan pandemic covid-19;

2. Rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti 0 % dikarenakan dampak
dari pandemi covid-19;

3. Persentase kasus pengaduan masuk yang terselesaikan 65,26 % hal ini

disebabkan dari pandemic covid-19 dan keterbatasan jumlah SDM ;
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4. Persentase OPD dengan nilai SAKIP kategori baik 61,60 % (B) sehingga dinilai
masih jauh dari target yang telah ditetapkan 2016 — 2020 yaitu dengan nilai target
A hal ini disebabkan Dokumen yang dimiliki oleh OPD tidak memenuhi standar dari
penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terutama
sasaran strategis pada OPD belum menggambarkan sasaran yang bersifat
outcome masih berupa output;

5. Level IACM dengan tingkatan level 1 pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 -
2020 tidak dilakukan penilaian, sehingga dinilai masih jauh dari target yang telah
ditetapkan 2016 - 2020 yaitu dengan tingkat level 3 hal ini disebabkan;

e Lemahnya manajemen APIP

 Tidak terpenuhinya kebutuhan formasi Auditor (jumlah SDM kurang cukup
memadai baik SDM yang memiliki kompetensi umum maupun khusus)

» Kurangnya kegiatan pengembangan kompetensi dan lemahnya manajemen
SDM APIP terutama rekrutmen, pola karier, dan pola mutasi/rotasi.

Kesimpulan Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jember:

a) Namun demikian perlu dilakukan maping program, kegiatan dan sub-kegiatan
untuk penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah
dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708
Tahun 2020

b) Mengoptimalkan kegiatan Bimtek/PKS/diklat baik yang sifatnya diklat umum
ataupun diklat khusus

c) Mengkoordinasikan lagi dengan OPD terkait untuk penambahan SDM baik
melalui proses rekrutmen, pola karier, dan pola mutasi/rotasi.

d) Membuat peta bisnis yang sesuai dengan core bisnis organisasi/ tupoksi.
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e) Mengoptimalkan kegiatan pendampingan dan asistensi serta kegiatan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
2.3.1. Anggaran Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jember

Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 bahwa Berkaitan dengan itu,
untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan dimaksud,
Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan
besaran prosentase dari total belanja daerah dengan klasifikasi:

a) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit
sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah;

b) diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan
Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol
koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan

c) diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50%
(nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
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Tabel 2.3.1
Anggaran Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2016 — 2020
Tabel T-C 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Jember
Rasio antara Realisasi dan An
Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran tahun ke : e Rata - rata pertumbuhan
; tahun ke
Uraian
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 Anggaran Realisasi

I s Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. % % % % %

TOTAL

PENDAPATAN
3 | BELANIA

INSPEXTORAT

Cu&-g&u._.ﬁ-u 29000070 Pozrsre s DOX7ETe s RASINe0M | 142113193 294N0e4.287] 220 rsr0 2011002872 212 Tagencconly | 98,43 | 7539 [ 8624 ) 89.76 | 71,69 | 3.064.134885.08 3.054.735.602,08

Belamge Largaung

¢ Brizga Pegawsl $07.220000 B.7 1.777.990.000 {1331 190.000 301240004 36288000 9671102001 1.337.807.000f 2.510.099 573 084 340,500 4.00 54,41 | 86,51 | 19361 | 72,23 | 1.462.966.000,00 1.288.779.600.0(

Mt.uvau — 1 0 823.360.000 [1.823.360.000 |1.079.704.000 437 210,004 1.321.304.0%] 1.074,388 98¢f 1.283.063.089) 2999727 Wdoooe281s | 137,19 1 5893 | 70,40 | 277.46 | 63.09 | 1.354.518.370.00 1.436.999.609.2(
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Total belanja daerah pada tahun 2020 sebesar Rp. 4.557.690.425.657,58 sedangkan
sesuai regulasi seharusnya anggaran inspektorat termasuk pada klasifikasi prosentase
0.50 % dari dari total belanja daerah sehingga jika di estimasikan alokasi anggaran
pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pengawasan sebesar Rp.
22.788.452.128,28 sehingga jika dilihat dari table Anggaran Pendanaan Pelayanan
Inspektorat di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran Inspektorat Kabupaten
Jember masih belum optimal.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN INSPEKTORAT
Adapun tantangan dan peluang pengembangan Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. Peluang

1) Adanya penambahan belanja terkait sarana dan prasarana sehingga
diharapkan dapat meningkatkan kinerja pembinaan dan pengawasan baik
secara kualitas dan kuantitas

2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif,
legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah.

3) Adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903
/ 7326 | S] tentang Prioritas Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah TA. 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dimana sebagai standar anggaran
pembinaan dan pengawasan.

2. Tantangan

1) Adanya pergeseran paradigma Inspektorat dari watchdog menjadi
penjamin mutu (quality assurance) dan konsultan (consulting partner)
menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme
aparatur pengawasan

2) Mengoptimalkan fungsi koordinasi Inspektorat dengan Obrik/OPD dan

komponen pembangunan daerah, antar Pemerintah Daerah, Pemerintah

S » Thenalrdbanmad ;i | g | -
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Provinsi dan Nasional serta Legislatif dalam hal pengawasan dan
pembinaan serta mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
kondusif, bersih dan akuntable.

3) Adanya semangat Goodwill dari Kepala Daerah untuk mewujudkan

4)

5)

6)

7)

8)

reformasi birokrasi

Mampu mengoptimalkan Kinerja Inspektorat dalam pencapain target
kinerja yang telah ditetapkan dalam mendukung visi dan misi Bupati dan
Wakil Bupati dengan kendala keterbatasan SDM.

Mewujudkan Inspektorat Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan
kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Perubahan lingkungan internal dan eksternal merupakan tantangan dalam
perubahan untuk masa yang akan datang dengan perumusan Perencanaan
Srategis. Perencanaan Srategis diperlukan agar seluruh pelaksanaan
organisasi lebih terarah.

Mengoptimalkan pendampingan dan asistensi OPD dalam penerapan
manajemen risiko pengelolaan pelaksanaan anggaran untuk mencegah
kesalahan dan/atau penyalahgunaan prosedur

Mengintensifkan lagi tindak lanjut pengaduan-pengaduan dari masyarakat
mengenai pelayanan publik baik secara on-line maupun off-line.
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Permasalahan dan Isu-isu
Strategis inspekiorat

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap
permasalahan organisasi dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan yang sedang
berkembang dimasyarakat dan faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang

mempengaruhinya yaitu:

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, bersih, dan Akuntabel
( Good Governance dan Clean Government )

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik oleh OPD.

2. Pola pikir dan budaya kerja yang masih belum sesuai harapan

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

4. Masih rendahnya kematangan Organisasi

Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor — faktor internal dan eksternal

sebagai berikut :

Faktor Internal

1. Lemahnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2. Rendahnya dukungan sarana dan prasarana

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia baik yang memiliki Kompetensi umum
maupun khusus

4. Masih banyaknya Perumusan kebijakan yang perlu disusun

5. Kurangnya sosialisasi mengenai perumusan kebijakan Inspektorat kepada
aparatur pengawas sehingga implementasi kebijakan masih belum berjalan
optimal

6. Pelaksanaan kegiatan pendampingan dan asistensi masih belum berjalan
Optimal
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Faktor eksternal

2. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang transparan, bersih dan
Akuntabel ( Good Governance dan Clean Government)

3. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan oleh OPD

4. Pola pikir dan budaya kerja Aparatur yang masih belum sesuai
Terbatasnya penyelenggaraan bimtek maupun diklat teknis terkait pengawasan

6. Implementasi SAKIP pada OPD masih belum berjalan maksimal (hanya sebatas
pemenuhan dokumen)

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
JEMBER

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan
Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

"WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA KOLABORASI,
SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Penjabaran dari visi pembangunan Kabupaten Jember 2021-2026 adalah
sebagai berikut:

Wis wayahe mbenahi Jember dalam Bahasa Indonesia berarti sudah saatnya
membenahi Jember. Jember harus segera bebenah dari permasalahan-permasalahan
ekonomi, sosial, dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik.
Pertumbuhan ekonomi negatif, kenaikan tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah yang
masih rendah, angka harapan hidup yang rendah akibat AKI/AKB/stunting yang tinggi,
serta kondisi infrastruktur yang rusak harus segera dibenahi mulai saat ini. Tidak bisa
ditunda-tunda lagi, wis wayahe!

Kolaborasi adalah bergabung bersama untuk menciptakan peluang
penyelesaian masalah pembangunan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember
menuntut peran serta semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah,
masyarakat, maupun kelompok masyarakat sipil (akademisi, tokoh agama, dan tokoh

masyarakat) untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya
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masing-masing. Tidak boleh ada seorangpun (no-one left behind) yang ditinggalkan sejak
dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai menikmati manfaat hasil pembangunan.
Kearifan lokal dan budaya religius yang berkembang dan menjadi identitas masyarakat
Jember, terutama di pesantren-pesantren, adalah modal sosial yang berharga untuk
membantu pemerintah daerah menjalankan program-program pembangunan daerah
sehingga dapat menjangkau seluruh warga masyarakat Jember.

Sinergi dapat diartikan keterpaduan kegiatan atau operasi gabungan atau
sinergisme internal yaitu antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah
Kabupaten Jember untuk mengejar ketertinggalan. Pembangunan Kabupaten Jember
juga harus mengandung nilai sinergisme eksternal yang mana Pemerintah Kabupaten
Jember juga harus dapat memberikan ruang inovasi dan kreatifitas para pihak
pembangunan daerah, mengapresiasi dan mendukung kontribusi potensi keswadayaan
“solutif” masyarakat, dan memadukan potensi pemerintahan desa dan pemerintahan
Kabupaten.

Dalam upaya mengejar ketertinggalan pada semua bidang perlu dilakukan secara
bersama-sama memadukan semua kekuatan atau energi artinya kegiatan tidak dapat
dilaksanakan secara parsial melainkan kegiatan harus dilaksanakan secara holistik dan
fokus pada satu tujuan bersama. Semua unsur pembangunan daerah harus dilibatkan,
secara sumber daya harus dikerahkan dan semua energi harus dikeluarkan, semua harus
bergerak bersama dengan arah dan tujuan sama sehingga dengan kebersamaaan
tersebut akan menimbulkan margin (efektivitas dan efisiensi) dan dampak yang lebih
besar.

Akselerasi yang dimkasud adalah bahwa Ketertinggalan pembangunan di
Kabupaten Jember tidak dapat dikejar hanya dengan pelaksanaan pembangunan yang
cepat, tetapi harus cepat-dan-semakin-cepat. Akselerasi adalah proses percepatan atau
terus menambah kecepatan dalam mengejar ketertinggalan. Percepatan ini meliputi
percepatan dalam merencanakan, mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan
Kabupaten Jember secara cepat dan tepat guna mengejar ketertinggalan-ketertinggalan

pembangunan. Segala kemampuan, energi, dan daya upaya harus dikeluarkan dengan
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kecepatan dan intensitas yang tinggi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat dan
optimalisasi target kinerja pelayanan publik. Akselerasi juga dapat dilakukan melalui
afirmasi kelompok/lembaga yang selama ini “marjinal” melalui pendayagunaan sumber
daya pemerintah daerah.

Terdapat tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kabupaten Jember
Tahun 2021-2026. Dalam membangun Jember diperlukan berbagai upaya secara
sistematis dan komprehensif sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi
Kabupaten Jember di atas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal
yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Jember dapat
lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional Provinsi Jawa Timur,
tingkat nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap Visi dimaksud
menghasilkan pokok-pokok visi yang ditejemahkan pengertiannya, sebagaimana
Gambar di bawah ini

Tiga Pilar Visi Pembangunan Jember 2021-2026

“SUDAH WAKTUNYA

SINERGI

KOLABORASI

Keterlibatan dan

S e T

Kesamaan Percepatan
. MEMBENAHI JEMBER persepsi, Kerja sama dalam
(WES WAYAHE gagasan, arah antara merencanakan,
MBENAHI JEMBER) tujuan antara Pemerintah mengeksekusi
DENGAN BERPRINSIP Pemerintah Kabupaten program dan

PADA SINERGI, Kabupaten Jember dengan kegiatan
KOLABORASI DAN Jember dengan para pemangku pembangunan
AKSELERASI DALAM pemangku kepentingan Kabupaten

MEMBANGUN
JEMBER”

kepentingan
yang berperan

untuk
memberikan

Jember secara
cepat dan tepat

dalam dampak positif pendayagunaan
mewujudkan dalam sumber daya
pembangunan membangun pemerintah
Jember Jember lebih daerah.
Baik

Renstra inspektorat jember

1] =1 32




Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun
kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam
pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut
adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas
dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan
potensi daerah.

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif,
legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya

3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah

4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan
sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya

Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.

5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan
dengan sistem yang terintegrasi

6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata
di semua wilayah Jember

7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan
lokal serta pelestarian budaya

Dari 7 misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Inspektorat
Kabupaten Jember adalah terkait pada Misi ke-2 (dua) yaitu;

"Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif,
legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya” dengan
tujuan: “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif. melalui sinergi
dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualias
pelayanan publik” yaitu dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Untuk mencapai

Misi dan tujuan tersebut sasaran RPJMD yang mendukung adalah: Meningkatnya

kepatuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai peraturan




{nspektorat

perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan Indikator sasaran Tingkat
Maturitas SPIP

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPIJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan
memperhatikan Tugas dan Fungsi OPD, Inspektorat Kabupaten Jember sebagai
pemangku urusan penunjang pemerintahan dari unsur Pengawasan menetapkan Tujuan
dalam Renstra OPD yaitu: "Mewujudkan Inspektorat Kabupaten Jember sebagai
Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik” dengan
Indikator tujuan: Tingkat Maturitas SPIP

Atas dasar tujuan Renstra OPD tersebut ditetapkan Sasaran Renstra OPD yang
dimaksudkan sebagai Sasaran per Urusan Pemerintah adalah sebagai berikut:

Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan dengan sasaran “Peningkatan efektifitas
pengawasan, dan akutanbilitas kinerja OPD " dengan indikator: Prosentase Maturitas
SPIP OPD

3.3 TELAAHAN RENSTRA INSPEKTORAT JENDRAL KEMENTRIAN DALAM
NEGERI

Sesuai Tujuan Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri yakni *mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean
goverment)” serta berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. akan dapat dicapai melalui sasaran
strategis:

a. Menguatnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melaksanakan
koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;

b. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan
akuntabilitas kinerja kategori A dan Indeks RB kategori B

s 8 e Lot mm s Py e Ny i
istra inspektorat jember lal | 34




Inspektorat

3.4 TELAAHAN RENSTRA PROVINSI JAWA TIMUR

Salah satu Tujuan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur periode 2019 — 2024 adalah
“Terciptanya sistem birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi”, yang
diukur dengan indicator “Indeks integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh KPK-RI
yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS)".

Adapun sasaran yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Inspektorat yaitu:
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP;
3. Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat.

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran seperti
tersebut diatas digunakan sebagai salah satu pijakan dalam penyusunan Renstra
Inspektorat Kabupaten Jember, juga mempertimbangkan kebijakan-kebijakan
pemerintah diatasnya yang mendukung keberlangsungan peningkatan/ pengembangan
kualitas pengawasan dan kapabilitas APIP serta peningkatan pelayanan pada Inspektorat
Kabupaten Jember diantaranya Renstra Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri
dan Renstra Inspektorat Propinsi Jawa Timur.
Apabila diperhatikan tujuan dan sasaran Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri
dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan
oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada dasarnya telah selaras dan saling mendukung,
sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten
Jember

3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN

HIDUP STRATEGIS

A. Telaahan RTRW

Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua
peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah
mengatur seluruh aspek pembangunan. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah
telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang
Wilayah.

a
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Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan dan
rencana sistim jaringan prasarana wilayah. Berdasarkan rencana sistim pusat kegiatan
suatu wilayah dapat dikelompokan kedalam sistim perkotaan yang terdiri atas Pusat
Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi Kecamatan Patrang, Kecamatan Kaliwates dan
Kecamatan Sumbersari, Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi Kecamatan
Balung, Kecamatan Ambulu, Kecamatan Tanggul, Kecamatan Kalisat, Pusat Pelayanan
Kawasan (PPK) meliputi Kecamatan Kencong, Kecamatan Rambipuji, Kecamatan
Mayang, Kecamatan Arjasa dan Sisitim Perdesaan yang meliputi 20 Kecamatan diluar
PKW, PKLp, PPK. Sedangkan rencana sistim jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistim
jaringan utama yang meliputi sistim jaringan transportasi darat, sistim jaringan
transportasi laut, sistim jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistim jaringan
prasarana lainnya yang meliputi sistim jaringan prasarana energy, sistim jaringan
prasarana telekomunikasi, sistim jaringan prasarana sumber daya air dan sistim jaringan
prasarana lingkungan.

Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan untuk
fungsi lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Hal ini mengindikasikan bahwa
rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi terhadap pemanfaatan suatu
wilayah. Kawasan peruntukan untuk fungsi lingdung meliputi kawasan hutan lindung,
kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan
setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan
bencana alam dan kawasan lindung geologi. Sedangkan peruntukan untuk Budidaya
terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat,
kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan
peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan,
kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan

permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka
merencanakan tata ruang, pemenfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang
produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan
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pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait
dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang
sesuai dengan peruntukannya.

Sehingga dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Jember sesuai tugas dan fungsinya perlu
melakukan pembinaan dan pengawasan dalam hal proses pembangunan di Kabupaten
Jember dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015 — 2035.

B. TELAAHAN KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Hasil Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) KLHS RPIJMD Kab.
Jember Tahun 2021-2026 secara umum memiliki ketercapaian TPB sebesar 39% atau
79 indikator sudah mencapai target nasional berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017, 35%
atau 71 indikator belum mencapai target nasional, dan 26% atau 52 indikator belum ada
data. Adapun indikator bukan kewenangan berjumlah 18 indikator.

Grafik 3.5.1

Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

= TERCAPAI

TIDAK TERCAPAI
TIDAK ADA DATA

Sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini, dapat difahami bahwa
terdapat empat pilar untuk mendukung pencapaian 17 Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs), yakni pilar sosial, pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar hukum
serta tata kelola. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember selama 15 tahun untuk
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meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pencapaian 17 Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030 akan terganggu atau bisa dikatakan telah keluar
jalur pada akhir 2019. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang dalam waktu
singkat telah menimbulkan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga dapat
menyebabkan gangguan lebih lanjut pada kemajuan SDG, khususnya pada tujuan tanpa
kemiskinan.
Grafik 3.5.2
TPB Kabupaten Jember Berdasarkan Pilar Pembangunan Berkelanjutan
(Indikator / Prosentase Ketercapaian)

PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA

O TERCAPAI

BTIDAK TERCAPAI
BTIDAKADA DATA

Tabel 3.5.3
Isu Strategis TPB — KLHS RPIJMD Kab. Jember 2021-2026

PILAR PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN o SrhOTRRS
[Kemiskinan dan Kesenjangan
[Ketahanan Pangan

SOSIA [ketenagakerjaan
PILAR g [Kualitas SDM dan Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Kesehatan Masyarakat

PILAR EKONOMI Pertumbuhan dan Diversifikasi Ekonomi Daerah

* PILARLINGKUNGAN
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA
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Dengan melihat KLHS RPIJMD Kab. Jember 2021-2026 maka Inspektorat
Kabupaten Jember didalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu memperhatikan Isu
Strategis TPB — KLHS RPIJMD Kab. Jember 2021-2026 pada Pilar hukum dan tata
kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi dimana telah selaras
dengan apa yang menjadi tujuan Reanstra Inspektorat Kabupaten Jember 2021-2026.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Inspektorat Kabupaten Jember
yang ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS :
A. Faktor penghambat
1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan waktu sebagai unsur pengawasan dalam
mendukung percepatan pembangunan dengan melakukan monitoring dan
evaluasi penertiban izin yang dikeluarkan tidak melanggar pemetaan yang telah
ditetap Perda RTRW maupun Hasil KLHS
2. Masih kurangnya pemahaman OPD terkait perlunya kebijakan RTRW dan KLHS
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan
daerah;

4. Dampak dari Pandemi Covid-19

B. Faktor pendorong
1. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di
Unsur Pengawasan
2. Komitmen Eksekutif dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana
unsur Pengawasan;

3. Identifikasi pemangku kepentingan sudah tersusun dengan baik;

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan analisis permasalahan dan perkembangan peran Inspektorat dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jember serta peluang dan tantangan yang
dihadapi, isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Jember diantaranya :
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. Adanya pergeseran peran Inspektorat dari watchdog menjadi penjamin mutu

(quality assurance) dan konsultan (consulting partner) menuntut peningkatan

jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan;

. Kurang lebih 4 Tahunan kebelakang Kabupaten Jember mengalami kemunduran

dalam hal tata kelola pemerintahan yang dikarenakan kurang kondusifnya
koordinasi dan hubungan Kerja Sama dengan Legislatif, komponen pembangunan
daerah, antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Nasional terutama
Legislatif, oleh karena itu di 5 (lima) tahun ke depan perlu dioptimalkan fungsi
koordinasi Inspektorat dengan komponen pembangunan daerah, antar
Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Nasional dalam hal pengawasan dan
pembinaan sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
kondusif, bersih dan akuntable.

. Adanya semangat Goodwill dari Kepala Daerah untuk mewujudkan reformasi

birokrasi yang pada tahun sebelumnya masih belum optimal

. Adanya penambahan belanja terkait sarana dan prasarana sehingga diharapkan

dapat meningkatkan kinerja pembinaan dan pengawasan baik secara kualitas dan
kuantitas
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Dolumen Rencana Strategis (Rongtra) 2021 — 2026

DBab TUJUAN
A\ DAN SASADAN

4.1 TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember
2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima
tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026
disusun dengan berlandaskan Visi:

“"WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA KOLABORASI,
SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Dalam dokumen RPIMD 2021 - 2026, yang dijabarkan menjadi 7 (tujuh), Dari 7 (tujuh)
misi RPJMD tersebut, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat
Kabupaten Jember sebagai unsur Pengawas penyelenggaraan urusan penunjang
pemerintahan yang menjadi kewenangan di Unsur Pengawasan adalah Misi ke-2 (dua)
yaitu:
" Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara
eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah

lainnya”

Atas Misi ke-2 (dua) RPIMD tersebut ditetapkan Tujuan RPIMD vyaitu:
“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis
dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan

kualitas pelayanan publik”
Dengan Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi
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Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPIMD yaitu:
“Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang Baik dan Sinergis dengan
Seluruh Elemen Pembangunan Daerah”

Dengan Indikator sasaran yaitu: Tingkat Maturitas SPIP

Dalam Rangka Mendukung Misi ke-2 (dua) RPJMD yang merupakan Misi ke-2 (dua) Bupati dan
Wakil Bupati, seperti yang telah di uraiakan di atas maka Inspektorat Kabupaten Jember sebagai
unsur penunjang pemerintahan urusan pengawasan menetapkan Tujuan dan Sasaran Jangka
Menengah Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jember periode 2021-2026 yang akan dijelas dalam
table di bawah ini:
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN |
TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 | 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9
1 |Mewujudkan Tingkat Maturitas | Level3 | Level3 | Level3 | Level3 | Level3
Inspektorat SPIP
Kabupaten (Terdef | (Terde | (Terde | (Terde | (Terde
Jember sebagai inisi) finisi) | finisi) | finisi) | finisi)
Katalis
Peningkatan
kualitas tata
kelola |
pemerintahan j.
yang baik L
\
|
2 | Peningkatan | Level Kapabilitas
Akuntabilitas | APIP
Keuangan,
akutanbilitas
Eg‘fna P Levell | Levell | Level2 | Level2 | Level3
Penguatan
| aksi
| pencegahan
korupsi
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DoRumen Rencana Strategis (Rengtra) 2021 - 2026

Bab

STRATECE

A\ 4 DAN ARPAH FKEBIJAKFAN

Dalam upaya menunjang Tujuan Meningkatkan sistem birokrasi yang Yang bersih, akuntabel,

dan transparan Serta Meningkatkan Ketaatan Perangkat Daerah Terhadap Peraturan

Perundangan Yang Berlaku, Inspektorat Kabupaten Jember menerapkan beberapa strategi

sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI

: WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA KOLABORASI, SINERGI,
DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER

MISI Il : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh
elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik

TUJUAN | SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Mewujudkan | Peningkatan efektifitas
Inspektorat | pengawasan, dan
Kabupaten akutanbilitas kinerja OPD
Jember
sebagai
Katalis
Peningkatan
kualitas tata
kelola
pemerintahan
yang baik

. Penambahan SDM

. Melengkapi sarana

. Menciptakan suasana

dan Meningkatkan
kompetensi aparat
pengawas yang
profesional baik
melalui diklat,
seminar, PKS maupun
koordinasi
pengawasan

dan prasarana yang
menunjang
terlaksananya
pengawasan termasuk
penggunaan teknologi
terkini

kondusif dan itikat
baik untuk bersama-
sama menjalankan
pengawasan yang
profesional

1. Menyelenggarakan

Pemerintahan  yang
Transparan, Akuntabel
dan Aksesibel yang
didukung dengan
sistem Reward dan

Punishment secara adil

2. Meningkatkan

efektivitas dan efisiensi
ketatalaksanaan dan
prosedur pengawasan

3. Melakukan

pencegahan  Korupsi
dengan

mengoptimalkan
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——— ————— —— 2 ———
4. Mengadakan pelaksanaan kegiatan
sosialisasi/Bimtek :
ndampingan dan
terhadap beberapa Pe P
OPD berkaitan asistensi serta
dengan keluarnya meningkatkan
peraturan-peraturan , )
yang baru integritas

5. Mengadakan reviu
dan evaluasi secara
berkala atas sistem
manajemen dan
kinerja untuk
mencapai tujuan
Inspektorat
Kabupaten Jember
6. Melakukan
Pendampingan dan
Asistensi secara
optimal guna
mewujudkan tata
kelola pemerintahan
yang efektif, melalui
sinergis dengan
seluruh elemen
pembangunan daerah
dan peningkatan
kualitas pelayanan
publik
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Dokumen Rencana Stategls ( Remstra ) 2081 — 2026

Bab RENCANA PROGCRAM DAN

KECIATAN SERTA
PENDANAAN

Vi

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Inspektorat Kabupaten Jember dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya
menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan
kegiatan ini diharapkan dapat menuntun kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan
tujuan, dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Jember. Tabel 6.1 dan 6.2 Rencana Program,
Kegiatan, Sub-Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
(Terlampir).
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Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Pada
Urusan Pengawasan

OPD4GITANG
Kand
sl Kondisi
Awal TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN Alkchir
Rens Renstra
tra
Indika =
Indika TIndikato Indikater %
tor Ko Indikator - Sub Definisi Unil Kerja
Sasa Prog - v T
Tujuan .............. L ran Sasara & ram Program Kagiatan xl_n.v.. Kegiatan _Em-r..v- /Formalasi Penghitungan Pelaksana
n
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
2020
Targ Targ Targ Targ Targ Targ
ot b et o d et s et e et ... et ke
12
[ 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31
Mewiujudk ] Tingkat Level 3 Level 3 Level 3 Laval 3 Level 3 Level 3 Level 3
an Maturit (Terdefinisi) (Terdefinisi) (Terdefinisi) (Terdefinisl) (Terdefinisi) (Temdefinisi) (Terdefinisi
Inspekor a5 SFIP
at
Kabupate
n Jember
sebagai
Katalis
Peningkat
an
kualitas
ata
kelola
pemerinta
han
yang baik
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s ———— e e . e e e e
p—— B T e e ——p—
Peningks Level
an Kapabili
efektifitas tas
pengawa APIF
san, dan
akutanbili
s
kineria
QFD Level 1 Level 1 Level 2 Level 2 Level 3 Level 3 Level 3

& Program & Prosentas
01 Penyelengga € oFD
01 pll yaig B(jumlah Terman
Pengawasan melaksan Tahun Herjalan
an )/M(Jumlah
i E_ﬁ Temuar pada takun -, "k - e il 0 Ll 0%
sebefummya) x
10074
b Prosentas —
e
rekomend
asi 8.00 8.80
tamuan = 260 286 9.683.1 i e
yang ples 0.00 0.00 26.000 %
ditindakla BUumiah Jenis Temuan 0 ° o
fjuti - Tahun Berjulan Gyang
Audit, sama pada tabun
Reviu & sebetumnya)/Ifwmiak 65.2
Evaluasi Tenla g 5% 50% 50% 0% 30% 25% 25% 25%
= pada takwa sebelemnya) x
Pengawas 100%
an
dengan
tujuan
tertenty
[ Penyelengga a Jumiah
01 raan Ihp  yang
[ Pengawasan dilakukan
20 Intemat Audit 619 5.75 6.32
1 0 61 350, 180 2.60 180 7.86 180 6.960.6 180 7.656.7 180 8.422.381.6 180
000 0.00 0,00 46.000 10.600 80
k ' )
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_____ Inspektorat
RABUPATEN JEWBER

T Pengawasa Jumishabrik
n yang dipriksa
Keuangan
Pemerintah
Daerah 1 ] 512 1 i " s M 992,605, 1 109208 1 120129405 14
0.000 B 0 000 5.500 o
Pengawasa Jumlah  LHP
n Desa Pengawsan
desa yang
diterima Obrik
0 0 45 vt 45 s 45 976.187 4 1073.80 45 1181.187.07 a5
,u & 667 6434 7
Reviu Jumiah
Laporan Laporan hasil
Kinerja reviu  Kinerja
derima 1204 850.0 935.0
iyl H 4 g 6 i 6 i 6 L2830 13 113L3s 6 124549500 f
0 0 [} : i
Reviu Jumiah
Laporan Laporan hasil
Keuangan reviu
el o 3 1547 2 oy n e » 102850 2 113135 2 1244.485.00 n
iyl 7.500 X g 0.000 0,000 0
Pengawasa Jumiah
n Kinerja Laporan hasil
Pemerintah pengawasan
Prerat 1809 e [} 2 15.88 7 e 7 i 0 568,000, 70 1.064.80 70 1.471.260.00 7
0.000 A a 000 0.000 ]
Yerasama | Jumian
Pengawasa kerjasama
n Intemal Pengawasan
0 0 5 i 5 e 5 998,653 5 109651 ] 1208.370:53 5
. . 13 £.666 3
Monitoring Jumiah
dan Laporan
Evaluasi Monev atas
Tindak pemeriksaan
Lanjut BFK RI dan
lasil AP yang
Pemeriksaa | terselsaikan
n BRI RI
dan Tindak
i ol %0 96.36 8 o & i) 8 966,000, 8 106450 8 1171.280.00 8
prrsis 0.000 M - 00 0.000 0
Pemeriksas
nAPIP
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RABUPATEN IEWBER

5 # Penyelengga a Jumlah
a1 raan rekomend
02 Pengaveasan asi
20 Dengan keruglan
2 Tujuan yang
Tartantu ditndakla
njut
225 247
507. 0.00 5.00 27225 2.994.7 3.294.225.0
. e | ggp, | e aoo | 5% | oo | 1% o0.000 | 159 so000 | 154 00 el
000 0 [3
b | Jumish
kasus
yang
terselesal
kan
Panangana 1) Jumiah
n laporan hasil
Penyelesal pemantauan
an kerugian
Kerugian daerah 1110 750.0 825.0
Negara/Da terselesaikan o 4 1060 4 gy 4 00,00 + 907.500 4 996.250. 4 1.098.075.00 4
e ) ] 7 000 00 9
Pengawasa Jumlah
n Dengan Laporan Hasil
Tujuan Pemeriksaan
Tertentu (LHP) dengan
L 3960 1,500 50
tertentu a0 120 2 150 150 4 150 1.815.00 150 1.996.50 150 2.196.150.00 150
70.00 .000. 000 e w000 2
[ 00 000 .
6 Program Prosentas
01 Perumusan e QFD
a3 Kebijakan dengan
Pendampin Nilai sakip
Sh kgt B(jumlah SKPD
Asistensi baik dengan Nilai
i . 251 684 7.52
@Kategori 7% 55% iy 60% 025 &5% 4.28 70% 82767 75% 9.104.3 80% 10.014.819. 85%
Baik)/(jumlah 000 635 199 10.193 81.212 334
SKPD yang L] 1
Dievaluasi) x
100%
6 Perumusan Jumiah
0 Kebijakan Dokumen
03 Teknis  di Pedoman
20 Bidang SOP yang
1 Pengawasan terseiesa;
dan Fasilitasi Jan P 1.65 181
Pengawasan 0.00 5.00 1.996.5 2196.1 2.415.765.0
8 J-...aw 10 i 1 200 14 00.008 14 58,008 14 00 14
] °
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i it — ————
Perumusan Jumiah
Kebrjakan Dokumen
Teknis di | kebijakan
Bidang teknis
Pengawasa Pengawasan J
4 o 3 550 o 6 b 8 968,000 [ 1.064.80 1.171.280.00
ditarbithan/di 000 0 0 000 0.000 1
SUSUN
Perumusan Tersusunya
Kebijakan Dokumen SOF
Teknis di | di  Bidang
Bidang Fasilitasi
Fastlitasi Pengawasan 116.9 o
eiui 5 s g 5 9 6 1.026,50 8 113135 1.244,465.00
o ) o o 0.000 0.000 [
6 Asistensi Jumlah
oL dan OPD yang
03 Pendamping telah 229, 5.19 5.70
20 an menerapk 2 523, 0.25 28 9.28 you 6.280.2 o 6.9082 7.599.054.3
2 an SFIP s 6.35 199 10.193 31212 34
8 4
Pendampin Jumiah
gan dan laporan
Alstens) pendampinga
Urusan n dan Aistensi
Pemer: 1.800 1980
N on%mﬂw H”ﬂ ditarima 4 13.64 000, 5 000, 5 2.178.00 5 2.395.60 2.635.380.00
0.000 608 oy 0.000 0.000 a
Pendampin 1) Jumiah
gan, laporan
Asistensi, Pendampinga
Yerifikasi n, Asistensi,
dan Verifikasi dan
Penilsian Penilaian
Reformasi Reformasi
Birokrasi Birokrasi yang
diterima Otk 10 4195 g 5 | WO o 1.089.00 5 119790 1317.690.00
0.000 3 : 0.000 0,000 [
Koordinasi 1) Jumlah
Monitoring laporan
dan laperan
Evaluasi progres
serta pencegahan
Verifikasi horupsi
Pancegaha
o 5 4056 oo 4 s 4 168221 4 185043 2.035474.33
Pemberant L 358 G4 a8 e N
asan
Korupsi
Pendampin Jumiah
gan laporan  hasil
Asistens: pendampinga
dan n
Venfikasi
Penegalaa g [l A Ll ow [ ER] A 133100 4 148410 1610.510.00
n Intagritas ) 000 000 0.000 0.000 o
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Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan, Indikator Kinerja Pada Urusan Penunjang Inspektorat Kabupaten
Jember periode 2021-2026

Kondisi Kondisi
_— — i . Awal TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN Akhir
ndikator i ndikator : ndikator Sub Renstra
Program Hirigein Kegiatan Kegiatan Sub Kegiatan Keglatan Renstra
,
|
7 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
2020
7 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
| PROGRAM Persentas
| PENUNJA e
| NG terlaksan
, URUSAN anya
W PEMERINT kelancara
| AHAN n urusan
| DAERAH | rutin
, KABUPAT pemerinta
EN/KOTA han
daerah 100% 100% 9.313.860.567 100% 10.245.246.623 100% 11.269.771.286 100% 12.396.748.414 100% 13.636.423.256 100% 15.000.065.581 15.000.06
5.581
Perencan Persentas
aan, e
Pengangg tersusunn
aran, dan ya
Evaluasi dakumen
Kinerja perencan
Perangkat aan,
Daerah pengangg
Srsy o 108% Too% §3.132.000 o 58.445.200 100% £4.289.720 % 70.718.692 W% 90561 | 100% ssse0617 | 8956961
|
|
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RABUPATEN JEWBER

Keordinasi Jumlah
dan Dokumen
Penyusunan RKA SKPD
Dokumen
RKA- SKPD
&0k SDuk 18,000,000 Sk 19800000 | 300K 21780000 | 3Dk zagse000 | 30K 26353800 | 3DoK mongtgy | 21T
Koordinasi Jumlah
dan laporan
Penyusunan capaian
Laporan kinerja dan
Capaian ikhtisar
Kinerja dan realisasi
Ikhtisar kinerja yang
Realisasi tersusun
Kinerja SKPD
4lap 4lap 5.000.000 4Lap 5500.000 4lap 6050.000 4l 6655000 4Lap 7320500 | 4tep 8052550 | 8052550
Evaluasi Jumiah
Kinerja Laporan Hasil
Perangkat Evaluasi
Daarah Kinerja
Perangkat :
sy 69 LHE 69 LHE 30.132.000 63 LHE 3aas200 | SOLHE 3sasa720 | B9LHE 4105602 | B9LHE 44116281 | BOLHE sgsarser | 4852788
Persentas
e
Administr | terlaksan
et aduministr
mini
uuws:.._hﬂ - 100% 100% 6.765.083.327 H00% 7.441.591.658 o 8.185.750.825 100% 9.004.325.908 100% 9.904.758.499 | 100% 10895234349 | 1089523
Daerah keuangan 4349
Penyadiaan Jumlah bulan
Gaji dan pembayaran
Tunjangan gaji dan
ASN tunjangan
148 Ll 6589 503,287 et 7248 453615 5 7973208977 148 8.770,628.675 14.8in 647691762 | 4B 10612460038 | 1061248
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————

Penyediaan Jumiah Bulan
Administrasi tersedianya
Pelaksanaan Administrasi
Tugas ASN Pelaksanaan
Tugas ASN
12 Bin 12 Bin 175 580,040 12 Bln 183 138 044 12 BIn 212 451 ada 12Bin 233.667.033 12 Bin 257 066,737 12 Bin 282 773,410 282 u.ﬁm
Administr Persentas
asi e
Kepegaw terlaksan
aian anya
Perangkat administr
Daerah asi 100% 100% 100% 100% [l
. 370.240.800 407.264.380 447.991.368 100% 492,790,505 100% 542069.555 | 100% se6.276.511 | SI2TES
ian
dengan
baik
Pendidikan Jumilah orang
dan Pelatihan yang dikirim
Pegawai untuk
Berdasarkan mengikuti
Tugas dan dikiat
Fungsi
&0 Enicn 95 280,000 .0rg 1108000 | 0078 118g1a800 | 099 130810680 | 0O 143891748 | B00r9 158280923 | 19838
Bimbingan Jumilah
Teknis bimtek yang
Implementasi dilaksanakan
Peraturan
Perundang-
Undangan
4 Kah 4 Kl 271,960,800 4 Kal 295 156 880 ¥l 329,072,568 4Kal 361,978,825 4 Kall sea177a0y | AKal drgesses | 15785
Administr Persentas
asi Umum e
Perangkat terpenuhi
Daerah nya
kebutuha
n
N e 00% 100% 978.723.840 0% 1.076.586.224 100% 1.184.255.846 0% 1.302.681.431 Too% 1432000574 | 100% 1576204532 | 5764
asi umum
kantor
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Penyediaan Jumlah bulan
Peralatan dan tersedianya
Periengkapan Peralatan dan
Kantor Perlengkapan
Kantor
12 Bulan 12 Bulan 45 246 840 12 Bulan 49.771 524 12 Bulan 54 748 676 12 Bulan 60,223 544 12 Bulan 66.245.898 12 Bulan 72870 488 72 m.SLN
Penyediaan Jumiah bulan
Bahan tersedianya
Logistik Penyediaan
Kantor Bahan
Logistik
Kantor
12 Bulan 12 Bulan 475,875 000 12 Bulan 527462 500 12 Bulan 575,808,750 12 Bulan 33.980 625 12 Bulan 695,728,588 12 Buian 765.401.445 766 no._am
Penyediaan Jumlah paket
Barang barang
Cetakan dan cetakan yang
Penggandaan tersedia
12 Bulan 12 Bulan 34.254.000 12 Bulan 37 679.400 12 Bulan 41,447 340 12 Bulan 45592 074 12 Bulan 50151281 12 Bulan 55.166.410 55 ._mm,»m
Penyediaan Jumlah Bulan
Bahan Penyediaan
Bacaan dan Bahan
Peraturan Bacaan dan
Perundang- Peraturan
undangan Perundang-
undangan
12 Bulan 12 Bulan 16.416.000 12 Bulan 18.057.600 12 Bulan 19,862,950 12 Bulan 21 845 696 12 Bulan 24.034 666 12 Bulan 26 428 132 26.438 _W
Fasilitasi Jumilah bulan
Kunjungan tersedianya
Tamu fasilitas tamuy
12 Bulan 12 Bulan 12.672.000 12 Bulan 13.839 200 12 Bulan 15333120 12 Bulan 16.866 432 12 Bulan 18,553,075 12 Bulan 20,408 383 20 408 mw
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Penyelenggar Jumlah %
aan Rapat kegpatan rapat
Koordinasi untuk
dan koordinasi
Konsultasi dan
SKPD konsultasidala
m dan |uar
daerah
100 Kali 100 Kali 294 260,000 100 Kali 433,686,000 100 Kali 477,054,600 100 Kali 524,760,060 100 Kali 577.236.066 100 Kali £34.959.673 634 wmmuw
Pengadaa Persentas
n Barang e
Milik terpenuhi
Daerah nya
Penunjan kebutuha
g Urusan n barang
Pemerinta milik
h Daerah daerah
100% 100 875.000.000 toms 962500000 |  100% 1058750000 | 100% 1164625000 | 100% 1281087500 | 100% 1409.196.250 | 140915,
Pengadaan Jumiah
Peralatan dan peralatan dan
Mesin mesin
Lainnya lainnyan yang
tersedia
SoBush | S0Bush | grspppgog | 50Buan 962500000 | 0B | qosszsooon | S0BuAN | gieaeosooo | T0BUEh | g5 0e7s00 | 80Buah 140108250 | 1409158,
Penyedia Persentas
an Jasa e
Penunjan tersedian
g Urusan ya jasa
Pemerinta penunjan
han g urusan
Daerah kantor
0% wek 74.160.000 Wk sis76000 | 100% 89733600 | 00% 98.706.960 w% 108577.656 | 10% 19435422 | 1194354
. | . 0l
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Inspektorat

PR —————— - —

RACUPATEN JEWBER

Penyediaan Jumlah
Jasa Surat dokumen
Menyurat surat yang
terkinm 300
S00Paket | 300 Paket 300 Paket 300 Paket 300 Paket 300 Paket Paket
nj Pengiriman 25.200.000 Pengiriman 27.720.000 Pengiriman 30.492.000 Pengiriman 33.541.200 Pengiriman 36.895 320 Pengirim 40584.852 40.584. mw
an
_ Penyediaan Jumiah bulan
_ Jasa penyediaan
_ Komunikas| rekening
_ Sumber Daya telepon
_ Air dan Listrik
2B 1284 14.400.000 1280 15340000 | 1280 17424000 | 1280 19166400 | 2B 21083040 | 1280 21ota4s | 221913
Penyediaan Jumlah Bulan
Jasa tersediaanya
Peralatan dan Jasa
Perlengkapan Kebersihan
Kantor Kantor
12 Bin 12 Bin 34 560,000 12 Bin 38,016 000 12BIn 41817600 128in 45.959.360 12 Bin 50590.266 12 Bln 55.659.226 mm.mmmwm
Pemelihar Persentas
aan e
Barang terpelihar
Milik anya
Daerah Barang
Penunjan Milik
g Urusan Daerah
Pemerinta dengan
o btk Ll 1 197.520.600 12 217.272.660 12 238.999.926 " 262.899.919 i 289.189.910 12 Hatoa.902 | S1B10ES
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p— pu— fm—
Penyediaan Jumlah Bulan
Jasa Tersediaanya
Pemeliharaan Jasa
, Biaya Pemeliharaan
Pemeliharaan Kendaraan
dan Pajak Dinas
Kendaraan Jabatan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan
Dinas
Jabatan
128l 13k 28,203 000 1280 31023300 V2R 34125620 28 37538193 T2 41202012 | 12Bm asazizng | 1542121
Penyadiaan Jumiah Bulan
Jasa Tersediaanya
Pemeliharaan Jasa
, Biaya Pemeliharaan
Pemaeliharaan Kendaraan
. Pajak, dan Dinas
Perizinan OperasionaliL
Kendaraan apangan
Dinas
Operasional
atau
Lapangan
e 1zBin 112,338 800 R 1312726800 | 1280 144399048 | 128 158830943 | 12EI 174723057 | 1280 192198331 | 921963
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ZABUPATEN JEWEER

Pemeliharaan Jumiah Bulan
Peralatan dan Tersediaanys
Mesin Pemeliharaan
Lainnya Peralatan dan

Mesin

Lainnya

LB il 48978800 i sqgreeen | 2B 60.474.348 128l 66521 783 25l 73173961 | 12BN soserasy | 2049133
inspektorat jember
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Bab RENCANA PDROGRAM DAN

Vil KEGIATAN KINERJA
PENYELENGCARAAN BIDANG URUSAN

7.1 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPIJMD. Untuk jelasnya
Indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPIMD yang dilaksanakan
Inspektorat Kabupaten Jember dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPIMD, sesuai dengan indikator kinerja yang dipakai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPIJMD

No | Indikator Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kinerja Kinerja
pada awal pada
periode akhir
RPIJMD periode
Tahun O | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | RPIMD
2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 | OPD yang 40 40 45 50 55 60 70 70
melaksanakan
manajemen
risiko
2 | Rekomendasi 65,26 50 50 40 30 25 25 25
temuan yang
ditindaklanjuti
3 | Nilai SAKIP 65 65 75 75 75 85 85 85
Kabupaten
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bab Vil PENUTUDP

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jember memuat tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan
fungsi Inspektorat Kabupaten Jember serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dan bersifat
indikatif. Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Jember dibutuhkan peran aktif pada
stakeholder, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu
dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan
diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan
kinerja tahunan dan lima tahunan OPD. Diharapkan Rencana Strategis Inspektorat
Kabupaten Jember ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan
yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung visi Bupati Jember dan
Wakil Bupati Jember yaitu 'WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA
KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER ”. Rencana Strategis ini
selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten
Jember. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra, setiap tahun akan
dilakukan evaluasi, dan jika diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra
Inspektorat Kabupaten Jember tahun 2021-2026 termasuk indicator-indikator kinerjanya
yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pembina
NIP. 19740827 200501 1 006
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